
 

 

 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR   11  TAHUN 2026 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2022 
TENTANG NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI  

SERTA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, harmonisasi 
hubungan kerja serta optimalisasi peran staf ahli dalam 
mendukung perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, perlu melakukan perubahan terhadap 
Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Nomenklatur, Tugas dan Fungsi serta Hubungan Kerja Staf 
Ahli; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan 

Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, pengaturan mengenai nomenklatur staf ahli, tugas, 
dan hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah diatur 

dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Tugas dan Fungsi 

serta Hubungan Kerja Staf Ahli; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6897); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar 

Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah  (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 tentang 162);  

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 546); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 
2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjar Nomor 2); 

14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi serta Hubungan Kerja Staf 

Ahli (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 13); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG 
NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI SERTA HUBUNGAN KERJA 
STAF AHLI. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Serta 
Hubungan Kerja Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 
2022 Nomor 22), diubah sebagai berikut: 

1. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB II 
NOMENKLATUR DAN KEDUDUKAN 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Staf Ahli merupakan Aparatur Sipil Negara dengan jabatan 
struktural eselon IIb atau jabatan tinggi pratama. 

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati. 
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(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 

pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris 

Daerah. 

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam 

forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan 
kebijakan umum dan rencana strategis Daerah  berdasarkan 
pertimbangan kebutuhan. 

(2) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf Ahli 
berupa: 

a. menyiapkan anggaran, sarana dan prasarana kerja 
dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan 
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan 

b. pelaksana yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara 
sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan tugas Staf Ahli di bidang administrasi 
surat menyurat, pengumpulan dan pengolahan data, 
serta penyusunan naskah dinas. 

(3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
bertanggungjawab kepada pejabat yang membidangi tugas 
tata usaha pimpinan pada Sekretariat Daerah. 

4. Pasal 19 dihapus. 

5. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Serta Hubungan 
Kerja Staf Ahli diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Banjar. 

                                                                  Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal 5 Februari 2026       

BUPATI BANJAR, 
 

         Ttd 
 
SAIDI MANSYUR 

 
Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 5 Februari 2026        

SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN BANJAR, 
 

 
                               Ttd 
 

                        YUDI ANDREA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 11



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEKRETARIS DAERAH 

STAF AHLI BIDANG  
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK 

STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN, 
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN 
DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

WAKIL BUPATI BANJAR 

SELURUH PERANGKAT DAERAH 

 

SELURUH PERANGKAT DAERAH 

 

SELURUH PERANGKAT DAERAH 

 

ASISTEN 
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LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR     11   TAHUN 2026 
TENTANG   

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 13 TAHUN 
2022 TENTANG NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

HUBUNGAN KERJA STAF AHLI SERTA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI                    

KETERANGAN : 
          : GARIS KOMANDO. 
          : GARIS KOORDINATIF (HUBUNGAN 

KONSULTATIF, KOLEGIAL, FUNGSIONAL, 

STRUKTURAL DAN KOORDINATIF). 

BUPATI BANJAR, 

 
Ttd 

 

SAIDI MANSYUR 

 
 
 

 
BAGAN POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI  

DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR         

BUPATI BANJAR 


